
Abstrak suatu penelitian asli harus dimulai dengan informasi latar belakang singkat dan pernyataan 
tujuan Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang kompleks, mencakup pelanggaran 
hak asasi manusia dan ketidaksetaraan gender. Di Indonesia, angka kasus kekerasan perempuan yang 
tercatat mencapai 23.529 pada tahun 2024, mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan 
ekonomi. Namun, banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma sosial, tekanan budaya, dan 
ancaman pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan psikologis yang dihadapi 
korban kekerasan serta strategi pemulihan yang dapat diterapkan. Pendekatan kualitatif dengan 
metode studi literatur digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber relevan dalam 10 
tahun terakhir. Proses penelitian meliputi pengumpulan data, analisis, dan sintesis temuan, dengan 
fokus pada intervensi psikologis, sosial, dan hukum. Hasil penelitian mengungkap dampak kekerasan 
yang signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, termasuk gangguan kesehatan mental 
seperti PTSD, depresi, dan kecemasan. Intervensi yang diusulkan meliputi terapi psikologis seperti 
Cognitive Behavioral Therapy (CBT), terapi humanistik, dan model kesiapan psikososial. Selain itu, 
langkah pencegahan seperti edukasi kesetaraan gender, penegakan hukum yang adil, dan penyediaan 
layanan konseling juga menjadi rekomendasi utama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting 
dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan, dengan harapan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan 
korban. 
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Abstrak 

 

Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, intervensi psikologis, strategi pemulihan 

Pendahuluan 
Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang telah menjadi perhatian 
serius komunitas internasional sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang 
fundamental. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui kekerasan terhadap 
perempuan sebagai masalah kesehatan publik global yang memerlukan respons 
komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai sektor (Sardinha et al., 2022). 
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai konvensi dan deklarasi, termasuk CEDAW 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), telah 
menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari 
ketimpangan relasi kuasa yang secara historis telah melanggengkan dominasi laki-laki 
atas perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan (Dahal et al., 2022). 

Dalam konteks di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan merupakan realitas 
yang mengkhawatirkan dan terus menjadi pemberitaan hangat di kalangan masyarakat. 
Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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Indonesia, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 23.529 kasus kekerasan terhadap 
perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami, meliputi kekerasan fisik, 
psikologis, seksual, hingga ekonomi (Suryanti & Muttaqin, 2023). Angka statistik ini 
mencerminkan kasus-kasus yang terlapor dan terdokumentasi secara resmi, namun 
realitas sesungguhnya menunjukkan fenomena yang jauh lebih besar. Komisi Nasional 
Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan tahunannya 
secara konsisten melaporkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, dengan 
kekerasan fisik mencapai 41% dan kekerasan seksual 31% dari total kasus yang 
dilaporkan (Siregar, 2024). 

Banyaknya korban kekerasan yang enggan atau tidak mampu melaporkan kekerasan 
yang mereka alami. Keengganan ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait, 
termasuk stigma sosial yang kuat dalam masyarakat yang cenderung menyalahkan 
korban, tekanan budaya patriarki yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga 
sebagai urusan privat yang tidak pantas diekspos ke publik, ketakutan akan pembalasan 
dari pelaku, minimnya akses terhadap layanan perlindungan dan keadilan, serta 
rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada (Sulaeman et al., 2022). 
Keberadaan Komnas Perempuan yang hanya terpusat di Jakarta juga mempersulit akses 
bagi korban yang berada di daerah, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok- 
kelompok marginal seperti perempuan dari keluarga miskin atau perempuan yang 
berada di daerah rawan konflik (Afrianty, 2018). 

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dipengaruhi dan diperburuk oleh 
kompleksitas berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berinteraksi. Faktor 
budaya menjadi salah satu determinan utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan 
terhadap Perempuan (Lomazzi, 2023). Pandangan budaya tentang superioritas bawaan 
kaum laki-laki terhadap perempuan, spesifikasi peran gender yang kaku, nilai-nilai 
budaya yang memberikan hak kepemilikan pria atas perempuan dan anak perempuan, 
serta penerimaan kekerasan sebagai sarana yang sah untuk menyelesaikan konflik dalam 
keluarga, telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kekerasan 
(Mshweshwe, 2020). Nilai-nilai budaya yang memberikan hak kepemilikan pria atas 
perempuan dan anak perempuan menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana 
perempuan dipandang sebagai properti yang dapat dikontrol dan didisiplinkan, bahkan 
melalui kekerasan. 

Faktor kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban juga menjadi elemen 
penting dalam memahami dinamika kekerasan terhadap perempuan. Gangguan 
kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan, yang tampak dalam kondisi emosi yang 
tidak matang, mudah tersinggung, dan perilaku agresif, seringkali menjadi pemicu 
langsung tindakan kekerasan. Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil, 
rendahnya tingkat pendidikan, dan gangguan kepribadian turut menyebabkan mereka 
rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Selain itu, faktor-faktor seperti 
kemiskinan dan alkoholisme, meskipun bukan penyebab langsung, dapat menjadi faktor 
pencetus atau pendukung yang signifikan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan 
(Gibbs et al., 2018). 

Kekerasan terhadap perempuan menimbulkan dampak yang sangat luas dan 
mendalam, tidak hanya bagi korban secara individual tetapi juga bagi keluarga dan 
masyarakat secara keseluruhan (Nath, 2019). Dampak ini dapat dikategorikan dalam 
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berbagai dimensi yang saling terkait dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara 
komprehensif. Dari dimensi fisik, kekerasan menyebabkan berbagai cedera mulai dari 
yang ringan hingga berat, termasuk luka, memar, retak pada organ tubuh tertentu, 
kesehatan yang buruk atau sakit kronis, cacat permanen, bahkan kematian karena 
dibunuh atau bunuh diri (Potter et al., 2020). Cedera fisik ini seringkali membutuhkan 
penanganan medis yang intensif dan dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada 
kesehatan korban 

Dampak kekerasan tidak berhenti pada korban langsung. Situasi ini berdampak 
langsung pada keluarga mereka, terutama anak-anak yang menyaksikan atau mengalami 
kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan 
berisiko tinggi mengalami trauma psikologis, gangguan perkembangan kognitif dan 
emosional, masalah perilaku, dan berpotensi melanggengkan siklus kekerasan di masa 
depan (Doroudchi et al., 2023). Secara tidak langsung, fenomena kekerasan terhadap 
perempuan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi bangsa karena mengurangi 
partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, menurunkan kualitas sumber 
daya manusia, dan menciptakan beban ekonomi yang substansial bagi sistem kesehatan 
dan sistem kesejahteraan sosial (Ranganathan et al., 2019). 

Metode 
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur 
(literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi 
mendalam terhadap fenomena kompleks kekerasan terhadap perempuan dari berbagai 
perspektif untuk menganalisis fenomena kekerasan terhadap perempuan. Termasuk 
dianalisis dari perspektif psikologis, sosial, dan hukum Pendekatan ini dipilih karena 
penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika psikologis korban, 
faktor penyebab, serta strategi intervensi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil-hasil 
penelitian sebelumnya. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian 
pustaka terhadap jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga 
resmi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KemenPPPA) serta Komnas Perempuan, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 
Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, keterkinian data, dan 
kredibilitas publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Hasil and Pembahasan 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipayungi oleh berbagai konsep yang 
berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan 
terhadap perempuan. Misalnya: violence against women, violence against wives, spousal 
abuse, child abuse, atau child maltreatment (Guedes et al., 2016). Namun demikian 
beberapa konsep juga menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia 
dalam satu konsep seperti domestic violence atau family violence untuk menegaskan 
kerentanan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak juga dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu kekerasan 
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di wilayah privat umumnya merujuk pada tindakan anggota keluarga terhadap anggota 
keluarga lainnya atau individu dengan hubungan darah/ perkawinan/intim/pribadi 
dengan korban atau terjadi dalam wilayah publik yang umumnya dilakukan oleh pihak 
yang tidak dikenal secara pribadi oleh korban (Mootz et al., 2019). Di Indonesia, 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak diatur dalam berbagai perundang-undangan 
termasuk Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga dan Undang- undang Perlindungan Anak (Mahfud & Rizanizarli, 2021). 

UNICEF (Sarawad, 2022) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua 
bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, 
atau eksploitasi secara komersial. Bentuk kekerasan tersebut yang mengakibatkan 
gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan 
kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang 
bertang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (Krug dkk., 2002) 
mengkonseptualisasikan kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan life span 
yang termanifestasi dalam beragam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, 
eksploitasi, dan sebagainya(Stöckl & Sorenson, 2024). 

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dapat didefinisikan melalui 
berbagai konsep, tergantung pada cakupan dan fokusnya. Beberapa konsep memisahkan 
kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan, seperti violence against 
women, spousal abuse, child abuse, atau child maltreatment (Rodríguez et al., 2021). 
Namun, ada pula konsep yang menggabungkan kekerasan terhadap perempuan, anak, 
dan lanjut usia ke dalam satu payung besar seperti domestic violence atau family 
violence, untuk menyoroti kerentanan kelompok ini terhadap kekerasan dalam rumah 
tangga. Dalam klasifikasinya, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga dibedakan 
berdasarkan lokasi kejadian. Kekerasan di wilayah privat biasanya dilakukan oleh 
anggota keluarga atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, 
sedangkan kekerasan di wilayah publik dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki 
hubungan pribadi dengan korban (Fry & Elliott, 2017). 

Di Indonesia, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak diatur melalui berbagai 
peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak 
(Purwaningsih et al., 2024). Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk melindungi 
korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak mencakup berbagai bentuk kekerasan dengan variasi dalam 
frekuensi, durasi, dan jenisnya. Kekerasan dapat berupa kejadian tunggal maupun pola 
berulang yang berlangsung dalam waktu singkat atau dalam jangka panjang. Bentuk 
kekerasan meliputi kekerasan fisik seperti menendang, memukul, atau mencekik; 
kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau incest; kekerasan 
emosional seperti penghinaan dan intimidasi; serta kekerasan sosial, misalnya 
pembatasan mobilitas dan interaksi sosial (Namy et al., 2017). Selain itu, penelantaran, 
seperti tidak memberikan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, atau layanan 
kesehatan, juga menjadi bagian dari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 
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Kekerasan finansial, seperti kontrol ketat atas sumber daya ekonomi korban, termasuk 
dalam kategori ini. 

Definisi kekerasan terhadap anak menurut UNICEF (Pundir et al., 2019) mencakup 
segala bentuk perlakuan salah secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, atau 
eksploitasi yang berpotensi atau nyata mengganggu perkembangan, kesehatan, 
kelangsungan hidup, dan martabat anak. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (Pundir 
et al., 2019) menggunakan pendekatan life span untuk mendefinisikan kekerasan 
terhadap perempuan, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, 
ekonomi, dan eksploitasi yang dapat terjadi sepanjang hidup mereka. Kekerasan dalam 
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga 
(Farr, 2021). 

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam cara masyarakat mempersepsikan 
eksistensinya telah memunculkan berbagai gerakan advokasi perempuan, salah satunya 
melalui gerakan feminisme. Secara umum, feminisme bermula dari keyakinan bahwa 
perempuan telah diperlakukan tidak adil dalam masyarakat dalam upaya untuk 
mengutamakan pandangan laki-laki dan berbagai kepentingannya terkait dengan 
gerakan sosial dan alat analisis (Hooks, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga juga 
memunculkan berbagai cedera fisik maupun nonfisik. Biasanya cedera fisik yang didapat 
korban mulai dari cidera ringan hingga cedera berat yang membutuhkan penanganan 
serius oleh pihak medis karena dapat berakibat kematian. Dan juga dalam praktiknya 
kekerasan dalam rumah tangga juga bisa memicu cedera non fisik, dimana hal tersebut 
dapat membuat korban takut hingga trauma berat. 

 
Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan 
Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis kekerasan di 

antaranya dapat dilihat dari hasil Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 

(Nurnaningsih, 2023) sebagai berikut: 

 

Sumber : Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan 2018 oleh Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan. 
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Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bentuk 

kekerasan terbanyak adalah fisik (41%), dan seksual sebanyak (31%). Kekerasan seksual 
menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi 
belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Tingginya kasus kekerasan terhadap 
perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya bertambahnya jenis 
kekerasan terhadap perempuan selain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu 
kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendokumentasian Komnas Perempuan 
terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998-2013 menunjukkan 
bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus 
kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang 
dilaporkan (400.939) (Biroli, 2018). 

Secara faktual persoalan akses korban pelanggaran HAM terhadap Komnas 
Perempuan dirasakan masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Hal ini terutama jika 
pihak korban tersebut tinggal dan berada di daerah serta mereka termasuk kategori 
kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan yang berasal dari keluarga miskin, 
perempuan yang berada di daerah rawan konflik, dan lain-lain (Schmitt, 2017). 
Keberadaan Komnas Perempuan yang hanya ada di Jakarta tentu saja mempersulit akses, 
sehingga tidak efektif untuk menjangkau kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap 
perempuan yang berada di daerah. Padahal mereka yang berada di daerah inilah yang 
sering menjadi korban kekerasan dan sangat rentan karena sering tidak terpublikasikan 
(Henriksen & Bengtsson, 2018). Kekerasan terhadap perempuan memiliki manifestasi 
yang beragam dan kompleks, dimulai dari kekerasan fisik yang mencakup tindakan 
seperti memukul, meninju, menampar, menendang, membakar, hingga penggunaan 
benda tajam yang membahayakan tubuh korban (Krook & Sanín, 2019). 

Kekerasan fisik tidak hanya menimbulkan luka dan trauma pada tubuh, tetapi juga 
memicu berbagai emosi negatif seperti ketakutan, kesedihan, tekanan batin, stres, hingga 
depresi yang berkepanjangan. Selain kekerasan fisik, kekerasan seksual menjadi salah 
satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami dan membawa dampak psikologis 
paling mendalam bagi perempuan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual 
didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau 
menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa 
dan/atau gender, yang dapat berakibat pada penderitaan psikis maupun fisik (Santoso & 
Satria, 2023). 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat bervariasi, mulai dari pemerkosaan, 
penyerangan seksual, prostitusi paksa, inses, mutilasi organ seksual perempuan, 
pelecehan seksual, hingga sentuhan tidak pantas yang tidak dikehendaki korban 
(Thorndike et al., 2022). Sementara itu, kekerasan ekonomi seringkali luput dari 
perhatian masyarakat meskipun dampaknya sangat signifikan, yang meliputi eksploitasi 
kerja berlebihan, penolakan hak kepemilikan properti, pengambilan atau pemotongan 
pendapatan secara sepihak, penolakan hak warisan, diskriminasi dalam akses 
pendidikan, ketimpangan upah berdasarkan gender, hingga larangan untuk bekerja yang 
membatasi kemandirian ekonomi perempuan. 

Kekerasan emosional atau psikologis merupakan bentuk kekerasan yang seringkali 
tidak kasat mata namun memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan 
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mental perempuan, mencakup pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, kontrol 
berlebihan, kritik yang terus-menerus, intimidasi, serta tindakan merendahkan lainnya 
yang secara sistematis melecehkan dan merusak kondisi emosional korban (White et al., 
2023). Di era digital saat ini, muncul bentuk kekerasan baru yang disebut kekerasan 
cyber, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindakan mengancam 
menggunakan akun palsu (impersonasi), mengubah dan memanipulasi gambar atau 
video (morphing), menguntit secara digital, serta menyebarkan data-data pribadi 
(doxing) dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol, memeras, menghina, dan 
mempermalukan korban di ranah digital (Semya et al., 2024). 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kerentanan tinggi 
untuk menjadi korban kekerasan di berbagai fase kehidupannya, bahkan sejak sebelum 
dilahirkan hingga masa tua, yang mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap 
perempuan merupakan permasalahan struktural dan kultural yang memerlukan 
perhatian serius serta penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Pemahaman 
mendalam terhadap beragam bentuk kekerasan ini menjadi langkah awal yang krusial 
dalam upaya pencegahan dan perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh. 

 

Dari Tabel 1 tersebut, dapat dilihat berbagai bentuk-bentuk kekerasan yang umum 
terjadi pada kaum perempuan sebagai korban. Dikutip dari Widiastuti, contoh kekerasan 
terhadap perempuan bahkan sudah dimulai dari awal fase kehidupan sebelum lahir 
misalnya akibat pukulan waktu hamil berdampak ke janin dan abortus pada janin. Selain 
itu, pada fase bayi bisa terjadi juga tindak kekerasan seperti pembunuhan dan 
penelantaran bayi perempuan serta penyalahgunaan fisik, seks, psikis bayi. Di masa pra- 
remaja, perkawinan usia anak serta penyalahgunaan fisik, seks, psikis dan 
prostitusi/pornografi juga termasuk dalam kategori tindak kekerasan pada perempuan. 
Pada fase remaja dan dewasa, contoh tindak kekerasan ini seperti kekerasan yang 
dilakukan oleh teman dekat, pemaksaan seks akibat ekonomi, inses atau hubungan 
sedarah, kawin paksa, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan yang terkait dengan 
mahar, kekerasan seks di tempat kerja, perkosaan, pelecehan seks, prostitusi dan 
pelecehan seks secara paksa, pelecahan perempuan, pembunuhan oleh pasangan, 
gangguan psikis, serta kekerasan terhadap perempuan tidak mampu/pembantu. Selain 
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itu, di masa usia lanjut, tindak kekerasan ini masih bisa terjadi, seperti adanya 
penyalahgunaan fisik, seks, dan psikis kepada perempuan lanjut usia. 

Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan seperti 
faktor budaya, ekonomi, hukum, politik, maupun kepribadian. Faktor budaya adalah 
salah satu faktor penting yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap 
perempuan. Pandangan budaya tentang spesifikasi gender, pemahaman budaya tentang 
peran seks yang sesuai, harapan-harapan tentang peran dalam relasi, kepercayaan akan 
superioritas bawaan kaum lelaki terhadap perempuan, nilai-nilai budaya yang 
memberikan hak kepemilikan pria atas perempuan dan anak perempuan, gagasan 
tentang keluarga sebagai ruang privat dan dibawah kontrol kaum laki-laki, adat 
perkawinan dengan mas kawin, dan penerimaan kekerasan sebagai sarana untuk 
menyelesaikan konflik dalam keluarga (Song et al., 2020). 

Faktor ekonomi juga turut menyumbang meningkatnya kasus kekerasan terhadap 
perempuan. Ketergantungan secara ekonomi perempuan terhadap laki-laki merupakan 
salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan domestic terhadap perempuan. 
Hukum yang diskriminatif terkait pewarisan, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan 
keluarga, penjaminan setelah perceraian atau masa menjanda, menempatkan 
perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Fakta ini menjadikan perempuan rentan 
mengalami kekerasan yang berbasis gender (Alkan et al., 2021; Song et al., 2020). 

Faktor Penyebab Berkembangnya Kekerasan 

Faktor lain yang turut memengaruhi berkembangnya kasus kekerasan terhadap 
perempuan adalah aspek hukum yang diskriminatif. Perempuan memiliki status hukum 
yang lebih lemah dibanding laki-laki baik hukum tertulis maupun hukum praktis. 
Hukum-hukum terkait perceraian, hak asuh anak, pemeliharaan, dan hak waris sering 
kurang berpihak pada perempuan. Selain itu, pemahaman yang rendah terkait hukum di 
antara para perempuan turut menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan (Xu, 2024). 

Perempuan juga sering mendapat perlakuan yang tidak sopan atau tidak pantas oleh 
aparat kepolisian maupun pengadilan (Song et al., 2020; Etxebarria, 2022). Faktor politik 
juga menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi. Rendahnya 
presentasi keterwakilan perempuan di dunia politik dan jabatan kekuasaan, kekerasan 
rumah tangga sering tidak dipandang serius oleh pemerintah, pandangan bahwa 
keluarga adalah ruang privat dan diluar kontrol pemerintah, kurangnya organisasi 
perempuan yang berkekuatan politik, dan minimnya partisipasi perempuan dalam 
sistem politik, adalah beberapa faktor politik yang menyebabkan terjadinya kekerasan 
terhadap perempuan (Song et al., 2020); Koch et al., 2025). 

Faktor penting lain yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan adalah faktor 
kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban. Gangguan kepribadian yang 
dimiliki oleh pelaku kekerasan yang tampak dalam kondisi emosi yang tidak matang, 
mudah tersinggung, agresif menyebabkan munculnya tindakan kekerasan terhadap 
Perempuan (González et al., 2016). Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil juga 
dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender. 

Faktor-faktor utama yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan adalah 
kemiskinan dan alcohol. Kedua faktor ini bukanlah penyebab terjadinya kekerasan 
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terhadap perempuan melainkan faktor yang dapat memicu atau mendukung terjadinya 
kekerasan (Mannell et al., 2022). Kemiskinan atau faktor ekonomi menyebabkan 
perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Ketergantungan ekonomi perempuan 
pada laki-laki dan kemiskinan keluarga sering menjadi faktor pendukung kekerasan 
terhadap Perempuan (Abramsky et al., 2019). Rendahnya tingkat pendidikan dan 
gangguan kepribadian juga turut menyebabkan kaum perempuan rentan mengalami 
kekerasan berbasis gender. 

Efek Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya meninggalkan dampak 
negatif yang mendalam dan multidimensional, baik secara fisik, seksual, emosional, 
maupun ekonomi pada korban. Dari aspek fisik, kekerasan menyebabkan berbagai 
cedera mulai dari luka dan memar, keretakan pada organ tubuh tertentu, kondisi 
kesehatan yang memburuk atau sakit kronis, gangguan sistem pencernaan, cacat 
permanen, hingga kematian akibat pembunuhan atau bunuh diri yang dilakukan korban 
karena tidak sanggup menanggung beban penderitaan (Thomas et al., 2021). Dampak 
fisik ini kemudian berimplikasi pada perubahan perilaku korban yang sangat signifikan, 
di mana korban kekerasan cenderung mengalami penyimpangan perilaku seperti 
kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang sebagai mekanisme pelarian dari trauma, 
munculnya perilaku percobaan bunuh diri, kecenderungan menarik diri dari lingkungan 
sosial, kehilangan semangat dalam bekerja, sering melamun dan tidak fokus, terlibat 
dalam seks bebas atau perilaku seksual yang tidak aman, perawatan diri yang buruk, 
hingga perilaku menyiksa diri sendiri sebagai manifestasi dari rasa sakit psikologis yang 
mendalam (Lahav et al., 2020; Li et al., 2021). Sementara itu, dampak seksual dari 
kekerasan terhadap perempuan meliputi kehamilan yang tidak diinginkan yang 
membawa beban psikologis dan sosial tambahan, risiko tinggi terinfeksi penyakit 
menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta kondisi bayi yang lahir dengan berat badan 
rendah yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang anak tersebut (Grose et al., 
2020) 

Dampak psikologis dan emosional dari kekerasan terhadap perempuan, khususnya 
kekerasan seksual, seringkali merupakan konsekuensi yang paling berkepanjangan dan 
sulit untuk dipulihkan. Korban kekerasan mengalami berbagai gangguan kesehatan 
mental yang kompleks, termasuk harga diri yang rendah, stres akut, munculnya pikiran 
untuk bunuh diri, kecenderungan mempersalahkan diri sendiri atas kejadian yang 
menimpa mereka, ketidakpercayaan diri atau rasa minder yang berlebihan, perasaan 
malu dan bersalah yang terus menghantui, mimpi buruk atau insomnia yang mengganggu 
kualitas tidur, serta berbagai gangguan mental serius seperti gangguan kecemasan, Post- 
Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi mayor, dan serangan panik yang dapat 
berlangsung dalam jangka waktu lama bahkan bertahun-tahun setelah kejadian 
kekerasan (Dokkedahl et al., 2022;Spencer et al., 2017). Selain dampak fisik, perilaku, 
seksual, dan psikologis, kekerasan terhadap perempuan juga membawa konsekuensi 
ekonomi yang signifikan, baik bagi korban maupun keluarganya, yang mencakup 
kehilangan pekerjaan akibat ketidakmampuan untuk bekerja dengan normal, penurunan 
produktivitas ekonomi secara drastis, berkurangnya waktu kerja karena kondisi sakit 
atau luka yang memerlukan perawatan, berkurangnya pendapatan keluarga karena 
harus mengalokasikan dana untuk biaya perawatan dan pemulihan korban, serta 
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penurunan semangat dan prestasi kerja yang berdampak pada stabilitas karier jangka 
panjang (Adams-Prassl et al., 2023;Ghose & Pandey, 2025). Kompleksitas dampak 
kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa penanganan korban 
memerlukan pendekatan holistik dan komprehensif yang tidak hanya menangani aspek 
fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi untuk pemulihan yang optimal. 

Strategi Pencegahan 

Tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan bertujuan menciptakan 
lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual (Ullman et al., 2025; Jerasutus 
et al., 2020). Strategi pencegahan mencakup pembentukan dan penerapan hukum yang 
adil bagi perempuan, pelatihan bagi profesional di bidang kesehatan mental untuk 
mendeteksi korban potensial, serta pendirian pusat pengaduan, rumah aman, dan 
layanan konseling yang mudah diakses. Pemerintah juga perlu menyediakan bantuan 
hukum dan kesehatan, serta memastikan pengawasan pelaksanaan hukum secara 
menyeluruh. Upaya lain mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya 
kekerasan terhadap perempuan, pendidikan kesetaraan gender sejak dini, dan integrasi 
nilai-nilai anti kekerasan dalam kurikulum pendidikan. 

Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi langkah penting melalui 
pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja agar mereka mandiri secara 
finansial. Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk fisik, seksual, ekonomi, 
maupun emosional, masing-masing membawa dampak serius terhadap kesejahteraan 
fisik dan mental korban. Faktor budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, dan hukum 
yang diskriminatif memperparah situasi ini. Oleh karena itu, penegakan hukum yang 
tegas, peningkatan pendidikan publik, dan penguatan jaringan bantuan perempuan perlu 
dilakukan secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat 
menjadi kunci dalam membangun budaya tanpa kekerasan serta memastikan 
perlindungan dan keadilan bagi seluruh perempuan. 

Intervensi Psikologis Pasca Kekerasan 

Intervensi psikologis untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu 
dilakukan untuk mengurangi masalah kesehatan mental yang dialami korban pasca 
peristiwa kekerasan (Anindya et al., 2020;Chu et al., 2023). Terapi psikologi yang dapat 
diberikan kepada para perempuan sebagai korban adalah sebagai berikut: 

1. Cognitive Behavioral Therapy 

Terapi kognitif perilaku berfokus pada mengubah cara berpikir perempuan yang 
menjadi korban dan juga memotivasi dan melatih mereka melakukan perilaku yang 
positif. Terapi ini membantu para korban untuk bertahan hidup setelah mengalami 
tindakan kekerasan yang berdampak negatif pada Kesehatan mentalnya. Peristiwa 
negatif biasanya disertai dengan cara berpikir yang negatif tentang dunia dan diri sendiri 
sehingga para korban menjadi pesimis dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Terapi 
CBT bertujuan mengubah cara berpikir negatif (“saya tidak berguna lagi”) dengan cara 
berpikir positif (“saya memang punya masalah tetapi saya akan mampu melewatinya”. 
Saya bisa tetap berguna bagi dunia). Cara berpikir yang positif dapat mengubah perilaku 
negatif menjadi positif. Pikiran negatif yang diubah mendorong korban untuk optimis 
dan melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Pikiran positif akan menjauhkan 
korban dari rasa putus asa. 
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2. Humanistic Therapy 

Terapi humanistik berupa terapi suportif dan non-directive dapat membantu para 
korban kekerasan untuk keluar dari masalah psikologisnya. Para korban dibantu untuk 
menyadari bahwa kekerasan harus diakhiri dan mereka harus memotivasi diri untuk 
melakukan tindakan untuk keluar dari situasi berbahaya tersebut. Terapi ini akan 
menuntun para korban menemukan sumber daya dalam diri mereka untuk melanjutkan 
hidupnya dan keluar dari lingkungan yang tidak aman. Terapi suportif yang digabungkan 
dengan terapi problem-solving dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis 
korban. 

3. Psychosocial readiness model 

Model intervensi ini membantu membangun kesadaran korban bahwa perilaku pelaku 
adalah pelecehan dan harus dihentikan serta memotivasi dia untuk mencari pertolongan 
dari orang lain dan diri sendiri. Korban dibantu untuk menyadari kehadiran orang lain 
yang mau dan mampu membantu dia dalam melewati pergumulannya. Korban diarahkan 
untuk mau mempercayai dan terbuka pada bantuan orang lain. 

Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menanganai, penggarapan (Kiani et al., 
2022). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu 
proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku 
tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai 
maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teoritis, usaha 
penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan 
penciptaan dan pembinaan sistematik lingkungan (Kondo et al., 2018), yang dapat 
mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial 
melakukan kekerasan, setidak-tidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang 
diharapkan dengan kekerasan aktual. 

Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mengijinkan atau mendukung 
kekerasan ke dalam norma-norma dalam sistem-sistem budaya kita, adalah usaha tindak 
lanjut yang sungguhpun amat problematik, namun mau tidak mau harus di programkan 
guna mengurangi kejahatan-kejahatan dengan kekerasan. Mengfungsionalisasikan 
sistem peradilan pidana serta mekanisme kerja unsur-unsurnya adalah salah satu usaha 
dalam pelaksanaan program ini (Završnik, 2020). Berbagai tindak kekerasan yang 
dialami kaum perempuan membawa dampak pada beban fisik, psikis serta kesengsaraan 
bagi korban tersebut. Maka masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut 
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini. 

G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penaggulangan kejahatan dapat ditempuh 
dengan cara: 

1. Penerapan hukum pidana (crimr law aplication) 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui 
mass media (influencing view of society on crime and punishment/mass media). 

Hardinanto (2023), juga mengkonstantasi bahwa upaya penanggulangan kejahatan 
secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana), dan jalur non 
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penal (bukan hukum pidana). Butir (a) di atas merupakan jalur penal, sedangkan butir 
(b) dan (c) adalah kelompok sarana non penal. Masalah kejahatan tidak dapat 
dilepasakan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Sehubungan dengan hal 
tersebut dikemukakan oleh Muggah (2023) sebagai berikut. “Sekarang hukum tidak lagi 
dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara 
fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan sub-sistem 
lain dalam masyarakat (Makalah dari S. Wignjosoebroto). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan kurangnya penanggulangan kekerasan seksual 
secara komprehensif atau non-hukum dalam masyarakat. Kegiatan secara mendalam di 
masyarakat merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan dan memiliki 
kedudukan yang sangat strategis (Spangaro et al., 2021). Upaya tersebut lebih bersifat 
tindakan preventif atau melindungi terhadap sesama, oleh sebab itu sasaran utamanya 
adalah menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan kekerasan 
terhadap perempuan. Faktor-faktor pendukung yang kebanyakan bertumpu pada 
kondisi sosial yang bisa mengakibatkan kejahatan secara langsung maupun tidak 
langsung. Upaya ini dapat meliputi aksi Pendidikan dan sosial guna meningkatkan 
kesadaran bertanggung jawab sosial, adanya pendidikan moral, agama, dan sebagainya. 
Termasuk pula kegiatan dalam rangka meningkatkan ketentraman anak dan remaja serta 
pengontrolan oleh aparat keamanan. 

Beberapa hal tersebut menurut penulis masih belum banyak bisa dilakukan oleh 
pemerintah. Upaya yang ditingkatkan agar bisa dicegahnya korban: mengembangkan 
rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, dibentuknya suasana yang bisa mengurangi dan 
mencegah pelaku untuk menimbulkan korban dengan penyebarluasan informasi 
tersebut dengan aturan dan jaminan hak dari peraturan pemerintah untuk korban, dan 
dipilihnya daerah yang rentan akan terjadi kejahatan serta daerah korban (Dion et al., 
2023). Upaya secara komprehensif dapat direalisasikan dengan cara membuat 
masyarakat sehat melalui kearifan sosial dan menemukan kemampuan yang tertanam 
oleh masyarakat itu sendiri,atau bisa pula upaya ini bersumber dari media sosial, 
perkembangan teknologi dan memanfaatkan perlindungan dari badan hukum.Kegiatan 
patroli polisi secara rutin dan konsisten di tempat yang rawan kejahatan seksual juga 
penting. 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipayungi oleh berbagai konsep yang 
berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan 
terhadap perempuan. Misalnya: violence against women, violence against wives, spousal 
abuse, child abuse, atau child maltreatment. Namun demikian beberapa konsep juga 
menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia dalam satu konsep 
seperti domestic violence atau family violence untuk menegaskan kerentanan mereka 
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Guedes et al., 2016). KTPA juga 
dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu kekerasan di wilayah privat umumnya merujuk 
pada tindakan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya atau individu dengan 
hubungan darah/ perkawinan/intim/pribadi dengan korban atau terjadi dalam wilayah 
publik umumnya dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal secara pribadi oleh korban. Di 
Indonesia, KTPA diatur dalam berbagai perundang-undangan termasuk Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan 
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Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan 
Undang- undang Perlindungan Anak. 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mencakup berbagai bentuk kekerasan 
yang bervariasi dalam frekuensi, durasi dan bentuknya. KDRT dapat berupa kejadian 
tunggal atau berulang yang membentuk pola dan terjadi dalam waktu singkat atau 
berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat meliputi 
kekerasan fisik seperti menendang, memukul dengan menggunakan objek/senjata, 
mencekik, menempeleng, mendorong, menyeret dan sebagainya; kekerasan seksual 
termasuk perkosaan, pelecehan seksual, atau incest; kekerasan emosional, misal: 
penghinaan, pemaksaan, ancaman, intimidasi. Kekerasan sosial, misal: kontrol ketat atas 
mobilitas dan interaksi sosial, isolasi sosial. Penelantaran, misal: tidak bersedia 
menyediakan makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dan 
pengawasan yang dibutuhkan secara memadai, kekerasan finansial, dan sebagainya. 

UNICEF (Pinheiro, 2006) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua 
bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, 
atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata 
ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak 
ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertang. Sementara itu, 
Organisasi Kesehatan Dunia (Aguirre et al., 2020) mengkonseptualisasikan kekerasan 
terhadap perempuan melalui pendekatan life span yang termanifestasi dalam beragam 
bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, eksploitasi, dan sebagainya (lihat Tabel 2). 

 

 
Tahap kehidupan 

 
Tipe kekerasan 

 
Pra-kelahiran 

 
Aborsi janin perempuan, dampak kekerasan yang dialami ibu semasa hamil 

terhadap janin atau bayi yang dilahirkan 

 
Balita 

 
Pembunuhan anak perempuan secara sengaja, kekerasan fisik, seksual dan 

emosional 

 
Remaja awal 

 
Pernikahan paksa, sunat perempuan, kekerasan fisik, seksual dan psikologis, 

inses, pelacuran dan pronografi anak 

 
 
 
 
 

Remaja dan dewasa 

 
Kekerasan dalam pacaran, pemaksaan hubungan seks untuk tujuan ekonomi, 

inses, kekerasan seksual di tempat kerja, pelecehan seksual, pemaksaan 

pelacuran dan pornografi, perdagangan perempuan, kekerasan seksual 

dalam hubungan perkawinan, kekerasan oleh pasangan intim, kekerasan dan 

pembunuhan karena mas kawin, pembunuhan oleh pasangan, kekerasan 

psikologis, kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, 

kehamilan yang dipaksakan 
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Lanjut usia 

 
Pemaksaan bunuh diri atau pembunuhan terhadap janda berusia lanjut 

karena alasan-alasan ekonomi; kekerasan seksual, fisik dan psikologis 

 
Tabel 2. Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahap kehidupan 

Peran Pekerjaan Sosial dalam Merespon KTPA 

Pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu “bidang keahlian yang memiliki 
kewenangan. ntuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang 
dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi; agar orang dapat 
menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan” (Ornellas et al., 
2018). Peran pekerja sosial profesional dalam merespon KTPA dipengaruhi konteks 
sosial politik masyarakatnya. Misalnya, di Amerika Serikat, peran pekerja sosial dalam 
kekerasan terhadap anak sangat luas mencakup pelaporan karena pekerja sosial 
merupakan salah satu profesi yang dikenai kewajiban melapor kepada pihak berwajib 
manakala menemukan atau menduga adanya kekerasan terhadap anak, 
penginvestigasian dan asesmen serta penyedia treatment (Aadnanes, 2017). Di artikel 
ini, pembahasan peran pekerja sosial difokuskan pada peran intervensi secara langsung 
dan tidak langsung. 

Menurut muluneh (2020), dalam penanganan KTPA, peran intervensi pekerja sosial 
dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kelompok tugas besar yaitu melakukan intervensi 
individu dan kelompok serta intervensi politik dan sosial. Intervensi individu dan 
kelompok bagi perempuan korban/penyintas KTPA dapat berupa “intervensi krisis, 
layanan rumah aman, advokasi, kelompok dukungan dan konseling”. Intervensi- 
intervensi tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan pemberian 
perlindungan kepada korban baik dari tindakan kekerasan susulan dari pelaku maupun 
dampak yang ditimbulkan dari pengalaman kekerasan yang dialami. Selain itu ditujukan 
untuk mengurangi perasaan terasing, membangun kemampuan penyelesaian masalah 
(coping), meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan-layanan 
sosial yang dibutuhkan, dan meningkatkan respon penyedia layanan untuk membantu 
korban (Steinman et al., 2020). Hal ini sangat krusial mengingat bahwa para korban KTPA 
umumnya menghadapi kondisi- kondisi syok, trauma, kehilangan kepercayaan diri, 
ketakutan, trauma, kebingungan dan ketidakberdayaan. 

Terkait dengan intervensi individu dan kelompok, pekerja sosial dapat melakukan 
referal dan advokasi untuk menghubungkan korban dengan layanan-layanan lain yang 
dibutuhkan (Brignone & Gomez, 2022). Bagi perempuan korban misalnya, meninggalkan 
pelaku tindak kekerasan dan mencari bantuan professional bukanlah merupakan 
keputusan yang mudah, terutama jika mereka memiliki anak, korban memiliki 
ketergantungan emosi dan finansial terhadap pelaku. Manakala mereka meninggalkan 
pelaku, potensi bahaya masih banyak dan mereka harus menghadapi berbagai kesulitan 
dan menempuh proses yang cukup lama sehingga membutuhkan sumber-sumber 
keuangan, dukungan sosial dan emosional. Ini berarti tidak ada satu penyedia layanan 
tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak setiap layanan responsif 
terhadap kebutuhan korban. Karenanya, peran advokasi dan menghubungkan dengan 
sumber menjadi sangat esensial dalam membantu korban. Bagi perempuan korban dan 
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anaknya, selain penguatan dan rehabilitasi psikologis, dibutuhkan pula layanan bantuan 
hukum, kesehatan, pekerjaan, perumahan, penitipan anak, dan sebagainya. Pekerja sosial 
berperan untuk memastikan bahwa kebutuhan- kebutuhan tersebut dapat diakses oleh 
klien. 

Sementara itu, menurut Tener (2019), dalam bekerja dengan anak korban tindak 
kekerasan seksual dan fisik termasuk yang terjadi dalam rumah tangga, pekerja sosial 
dapat terlibat dalam case management maupun pelaksana treatment bagi anak dan 
keluarga. Dalam case management, pekerja sosial dapat bekerja dengan beberapa profesi 
untuk memastikan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan terjamin 
keselamatan serta kesejahteraannya. Misalnya, pekerja sosial bekerja sama dengan 
sistem pengadilan dan sistem kesejahteraan anak lainnya terlibat dalam pengambilan 
keputusan apakah akan memindahkan anak dari orangtuanya/ keluarganya dan 
menempatkannya pada pengasuhan alternatif di luar keluarga atau tidak. Sebagai 
penyedia treatment, pekerja sosial dapat banyak berperan untuk melakukan: 
psikoedukasi untuk membantu anak memahami apa yang dialaminya, termasuk 
mengurangi trauma dan kesedihan anak; mengajari anak keterampilan mengatur emosi, 
membantu anak menerapkan rutinitas yang adaptif, mengajari keterampilan- 
keterampilan perlindungan diri, memonitor dan mengevaluasi treatment (Tumwesigye, 
2021). 

Selain layanan kepada korban, pekerja sosial juga dapat terlibat dalam intervensi 
individu dan kelompok terhadap pelaku. Para ahli sepakat bahwa tanpa adanya 
intervensi yang efektif terhadap individu pelaku maka KTPA sulit untuk ditanggulangi. 
Pekerja sosial dapat berperan sebagai penyedia layanan treatmen bagi pelaku KTPA. 
Pada kasus-kasus kekerasan yang tidak parah, individu, keluarga atau orangtua juga 
mendapatkan terapi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk 
menerapkan hubungan interpersonal atau pengasuhan efektif tanpa kekerasan, 
mencegah berulangnya kekerasan dan membantu anak mengurangi trauma akibat 
kekerasan (Katz et al., 2020;(Hesser et al., 2017). 

Peran Hukum Keluarga Dalam Penanganan KDRT 

Hukum keluarga memiliki peran yang penting dalam penanganan KDRT. Perananan 
hukum keluarga dalam penanganan KDRT, yaitu: 

1. Perlindungan Korban, Hukum keluarga menyediakan mekanisme hukum untuk 
melindungi korban KDRT dari kekerasan lebih lanjut. Hal ini dapat mencakup perintah 
pengadilan untuk menjauh dari pelaku, perintah pengadilan untuk mengambil tanggung 
jawab anak, atau bantuan hukum bagi korban KDRT. 

2. Penegakan Hukum, Hukum keluarga juga memastikan bahwa pelaku KDRT dihukum 
sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup penjara, denda, atau 
pengawasan pengadilan. 

3. Penanganan Kasus KDRT, Hukum keluarga dapat membantu menangani kasus KDRT 
melalui sistem peradilan pidana atau melalui prosedur hukum keluarga, seperti 
perceraian atau hak asuh anak. 

4. Pendidikan dan Pemahaman, Hukum keluarga dapat memainkan peran penting 
dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang KDRT. Hal ini dapat mencakup 
kampanye pencegahan dan pendidikan, program pelatihan untuk petugas hukum dan 
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penegak hukum, dan dukungan untuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk 
mencegah dan menangani KDRT. 

5. Pemulihan Korban, Hukum keluarga juga dapat membantu korban KDRT untuk 
memulihkan diri dari dampak yang dialami. Ini dapat mencakup akses ke layanan 
kesehatan mental dan fisik, dukungan kelompok, dan program rehabilitasi. 

Dengan demikian, hukum keluarga memainkan peran yang penting dalam mencegah dan 
menangani KDRT. Penting bagi sistem hukum keluarga untuk bekerja sama dengan 
organisasi masyarakat sipil, petugas kesehatan, dan kelompok advokasi untuk 
menangani masalah ini secara efektif. 

Strategi Pemulihan bagi Korban Kekerasan 

Forgiveness berpengaruh positif terhadap kesejahteraan psikologis. Hal ini dapat 
diartikan bahwa apabila forgiveness yang dimiliki oleh perempuan tinggi maka dapat 
diprediksi kesejahteraan psikologisnya akan tinggi. Begitupun sebaliknya, jika 
forgiveness yang dimiliki rendah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis 
yang rendah juga (Long, Worthington, et al., 2020). Forgiveness berpengaruh terhadap 
kesejahteraan psikologis, dimana semakin tinggi forgiveness menunjukkan adanya 
kesejahteraan psikologis yang tinggi (Fincham & May, 2019; Wulandari & Megawati, 
2020; dan Long, Chen, et al., 2020). Forgiveness menjadi salah satu strategi koping untuk 
pemulihan bagi korban kekerasan baik itu kekerasan dalam pacaran maupun kekerasan 
dalam rumah tangga (Gismero-González et al., 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
forgivenes individu antara lain empati dan perspective taking, atribusi terhadap pelaku 
dan kesalahannya, tingkat kelukaan, karakteristik kepribadian, dan kualitas hubungan 
(Kim et al., 2023) 

Menurut Fetscherin (2019), korban kekerasan yang belum bisa memberi maaf kepada 
pelaku dipengaruhi oleh karakteristik peristiwa yang terlalu menyakitkan, dapat 
diinterpretasikan bahwa semakin parah peristiwa yang dialami maka semakin sulit 
individu untuk memaafkan. Meskipun begitu, terdapat individu yang tetap bisa 
forgiveness yang didorong oleh kuatnya kualitas hubungan interpersonal. Selain itu, 
komitmen terhadap pasangan juga dapat mempengaruhi forgiveness pada korban 
intimate partner violence (Pereira et al., 2020). Individu yang memiliki forgiveness 
rendah akan berdampak negatif jangka panjang pada kesehatan khususnya bagian 
jantung, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan gangguan anxiety (kecemasan), 
stress, serta memicu reaksi emosi yang akan meninggalkan sebuah luka dan permusuhan 
(Chung, 2016). 

Sedangkan, peningkatan forgiveness pada seseorang akan membantu kehidupannya 
untuk lebih baik. Individu yang mudah memaafkan orang lain akan merasa lebih bahagia, 
lebih positif dalam menjalani hidup, kurang khawatir, mempunyai kemungkinan 
menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi stress (Akhtar 
& Barlow, 2018). Menurut Rasmussen (2019), seseorang yang mudah memaafkan 
dirinya maupun orang lain akan mampu menjalani hubungan dengan baik, memaknai 
sesuatu yang dialami, dan meningkatkan kesejahteraan dalam dirinya. Individu yang 
mampu untuk memaafkan dapat mempengaruhi peningkatan resiliensi (Worthington et 
al., 2016). 
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Berdasarkan informasi yang penulis pahami, forgiveness memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis, terutama bagi perempuan yang menjadi 
korban kekerasan. Forgiveness bukan hanya tentang memaafkan orang lain, tetapi juga 
memaafkan diri sendiri, yang dapat membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang. 
Saya setuju bahwa forgiveness yang tinggi berkorelasi dengan kesejahteraan psikologis 
yang lebih baik, sebagaimana didukung oleh banyak penelitian. Individu yang mampu 
memaafkan cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih resilien dalam menghadapi 
tekanan hidup. Namun, penulis juga memahami bahwa forgiveness bukanlah hal yang 
mudah bagi semua orang, terutama ketika luka yang dialami sangat mendalam. Faktor- 
faktor seperti empati, perspektif terhadap pelaku, dan tingkat trauma yang dialami 
memainkan peran besar dalam kemampuan seseorang untuk memaafkan. Dalam kasus 
kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim, sulitnya 
memaafkan sering kali terkait dengan intensitas rasa sakit dan kompleksitas hubungan 
dengan pelaku. 

Meskipun begitu, penulis percaya bahwa meningkatkan forgiveness melalui 
pendekatan yang tepat, seperti dukungan psikologis, terapi, dan penguatan hubungan 
interpersonal, dapat membantu individu untuk bangkit dari luka yang mereka alami. 
Proses ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan psikologis, tetapi juga memberikan 
dampak positif pada kesehatan fisik, seperti menjaga kesehatan jantung, mengurangi 
stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sebagai refleksi, penulis 
merasa bahwa forgiveness adalah langkah penting dalam pemulihan dan pertumbuhan 
pribadi, terutama bagi korban kekerasan. Meskipun jalannya mungkin sulit, saya yakin 
bahwa dengan bantuan yang tepat, individu dapat menemukan kekuatan untuk 
memaafkan, melanjutkan hidup, dan menemukan kembali kesejahteraan mereka. 

Kesimpulan 
Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang kompleks, melibatkan 
pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, dan berbagai faktor sosial, 
budaya, ekonomi, serta hukum. Bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, 
ekonomi, emosional, hingga penelantaran, yang semuanya meninggalkan dampak fisik, 
psikologis, dan sosial yang signifikan bagi korban. Faktor penyebab kekerasan terhadap 
perempuan meliputi pandangan budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan 
pada laki-laki, hukum yang diskriminatif, serta rendahnya representasi perempuan 
dalam politik. 

Kekerasan ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga 
menghambat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Efek kekerasan mencakup 
kerusakan fisik, trauma psikologis, gangguan perilaku, dan dampak ekonomi, seperti 
kehilangan pekerjaan atau produktivitas. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan 
kekerasan membutuhkan pendekatan holistik, termasuk penegakan hukum yang adil, 
edukasi gender, layanan konseling, serta intervensi psikologis seperti terapi kognitif 
perilaku (CBT) dan terapi humanistik. 

Langkah-langkah strategis seperti penyediaan rumah aman, pelatihan keterampilan 
kerja untuk perempuan, serta promosi nilai-nilai kesetaraan gender dalam pendidikan 
merupakan bagian penting dari upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan. Selain 
itu, forgiveness (kemampuan memaafkan) ditemukan berperan penting dalam pemulihan 
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psikologis korban, meskipun memerlukan dukungan profesional untuk mencapainya. 
Penanganan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, 
termasuk pekerja sosial, sistem hukum, dan komunitas, untuk menciptakan lingkungan 
yang aman, adil, dan mendukung kesejahteraan perempuan secara menyeluruh. 
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